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BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN AKAD 

KAFA>LAH BIL ‘UJRAH PADA PEMBIAYAAN TAKE OVER DI BMT UGT 

SIDOGIRI CAPEM SUKOREJO KOTA BLITAR 

 

       Pembiayaan take over merupakan pembiayaan yang digunakan untuk 

mengalihkan hutang. Hutang yang dialihkan tersebut berasal dari nasabah 

Lembaga Keuangan Konvensional kemudian dialihkan pada Lembaga Keuangan 

Syari’ah oleh nasabah tersebut. Dalam pembiayaan take over di BMT UGT 

Sidogiri Capem Sukorejo Kota Blitar, digunakan akad kafa>lah bil ‘ujrah, yakni 

akad pertanggungan atau penjaminan. Dalam proses akad kafa>lah bil ‘ujrah ini, 

pihak BMT bertindak sebagai kafi>l, nasabah sebagai makfu>l ‘anhu, dan pihak 

Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) sebagai makfu>l lahu. Akad kafa>lah 

digunakan untuk menjamin hutang nasabah kepada pihak lain dalam hal ini LKK. 

Prosedur pembiayaan take over ini dimulai dari pemenuhan persyaratan yang 

harus dilengkapi nasabah, yang kemudian akan dianalisis oleh BMT, selanjutnya 

pelaksanaan akad oleh pihak BMT dan nasabah hingga pencarian dana 

pertanggungannya.  

       Terkait akad kafa>lah yang digunakan oleh BMT, adalah termasuk akad 

kafa>lah bil ma>l, yaitu akad pertanggungan atau penjaminan dengan harta. Dalam 

hal prosedur akad kafa>lah yang diterapkan oleh BMT UGT Sidogiri 
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Capem Sukorejo Kota Blitar, pihak BMT menjamin hutang nasabahnya kepada 

Lembaga Keuangan Konvensional (LKK) tanpa hadirnya pihak LKK. Jadi, pada 

saat akad kafa>lah dilangsungkan, hanya dihadiri oleh pihak BMT dan nasabah 

saja, kemudian BMT memberikan dana pertanggungannya pada nasabah untuk 

dilunasi sendiri pada pihak LKK. Pihak BMT mengatakan itulah yang 

menyebabkan BMT menggunakan akad kafa>lah, karena tidak harus melibatkan 

pihak LKK, dan hanya antara BMT dan nasabah saja.  

       Menurut para ulama, rukun kafa>lah adalah : 

1. Kafi>l, yaitu orang yang menjamin ; 

2. Makfu>l ‘anhu, yaitu orang yang dijamin oleh kafi>l ; 

3. Makfu>l lahu, yaitu pihak ketiga yang berpiutang kepada makfu>l ‘anhu ; 

4. Makfu>l bih, adalah hutang, barang, maupun pekerjaan yang dapat ditanggung 

oleh penjamin ; 

5. S{ighah, yaitu Ijab dan Qabul.1 

       Dalam Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafa>lah, sebagai 

makfu>l lahu atau orang yang berpiutang disyaratkan untuk hadir. Menurut Imam 

Abu Hanifah dan Muhammad, kehadiran dari makfu>l lahu juga menjadi syarat 

terbentuknya akad kafa>lah. Jika tidak bisa hadir maka pihak makfu>l lahu harus 

menghadirkan  seseorang yang dapat mewakilinya pada saat akad untuk 

memberikan persetujuan (qabul). Jika tidak hadir dan tidak ada yang mewakili, 

kemudian berita tentang akad kafa>lah tersebut sampai padanya lalu disetujui, 

                                                           
1
 Hendi Suhendi, Fiqh Mu’a>malah…, 191. 
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maka menurut Abu Hanifah akad kafa>lah ini tidak boleh. Karena tidak ada yang 

memberikan persetujuan (qabul) dari makfu>l lahu.
2
 

       Implementasi akad kafa>lah yang dilakukan BMT UGT Sidogiri Capem 

Sukorejo Kota Blitar ini tidak sah dari segi syarat dan rukunnya. Dalam hal ini 

syarat dari makfu>l lahu tidak terpenuhi, dikarenakan pihak LKK tidak hadir dan 

nasabah membayar sendiri hutangnya pada LKK. Selain itu, pihak BMT sengaja 

tidak melibatkan pihak makfu>l lahu saat melakukan akad, maka tidak terjadi ijab 

dan qabul yang sempurna pada saat akad, padahal telah jelas bahwa harus disertai 

qabul dalam akad yang dilakukan. Selain iu, jika menggunakan mekanisme 

tersebut, praktek yang dilakukan seperti akad qard} (hutang piutang biasa), karena 

tidak melibatkan pihak LKK sama sekali pada saat pengalihan hutangnya. 

       Terkait dengan pembiayaan take over (pengalihan hutang), Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) telah membuat Fatwa berkaitan dengan hal tersebut yaitu 

Fatwa MUI Nomor: 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan Hutang. Dalam 

fatwa tersebut, dijelaskan bahwa Pengalihan utang adalah pemindahan utang 

nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke bank/lembaga keuangan 

syariah. Untuk ketentuan akadnya, dalam Fatwa tersebut diberikan 4 alternatif 

penggunaan akad, yaitu : 

1. Alternatif I (Akad Qard} – Akad Mura>bahah) 

       Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) memberikan qard} kepada nasabah. 

Dengan qard} tersebut nasabah melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan 

demikian, aset yang dibeli dengan kredit tersebut menjadi milik nasabah 

                                                           
2
 Wahbah az-Zuhaili, al-Fiqhu al-Isla>my…,49. 
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secara penuh. Selanjutnya nasabah menjual aset kepada LKS, dan dengan 

hasil penjualan itu nasabah melunasi qard}-nya kepada LKS. Kemudian, LKS 

menjual secara mura>bahah aset yang telah menjadi miliknya tersebut kepada 

nasabah, dengan pembayaran secara cicilan. 

2. Alternatif II (Akad Mura>bahah) 

       LKS membeli sebagian aset nasabah, dengan seizin Lembaga Keuangan 

Konvensional (LKK) sehingga dengan demikian, terjadilah syirkah al-milk 

antara LKS dan nasabah terhadap aset tersebut. Bagian aset yang dibeli oleh 

LKS adalah bagian aset yang senilai dengan utang (sisa cicilan) nasabah 

kepada LKK. Kemudian LKS menjual secara mura>bahah bagian aset yang 

menjadi miliknya tersebut kepada nasabah, dengan pembayaran secara 

cicilan. 

3. Alternatif III (Akad Qard} – Akad Ija>rah) 

       Dalam pengurusan untuk memperoleh kepemilikan penuh atas aset, nasabah 

dapat melakukan akad ija>rah dengan LKS. Selanjutnya apabila diperlukan, 

LKS dapat membantu menalangi kewajiban nasabah dengan menggunakan 

prinsip qard}. Akad ija>rah sebagaimana dimaksudkan tidak boleh 

dipersyaratkan dengan (harus terpisah dari) pemberian talangan. Besar 

imbalan jasa ija>rah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan yang 

diberikan LKS kepada nasabah. 

4. Alternatif IV (Akad Qard} – Akad al-Ija>rah al-Munta>hiyah bi al-Tamlik) 

       LKS memberikan qard} kepada nasabah. Dengan qard} tersebut nasabah 

melunasi kredit (utang)-nya; dan dengan demikian, aset yang dibeli dengan 
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kredit tersebut menjadi milik nasabah secara penuh. Kemudian, nasabah 

menjual aset, dan dengan hasil penjualan itu nasabah melunasi qard}nya 

kepada LKS. Selanjutnya LKS menyewakan aset yang telah menjadi 

miliknya tersebut kepada nasabah, dengan akad al-Ija>rah al-Munta>hiyah bi 

al-Tamlik.
3
 

       Berdasarkan empat alternatif akad dalam Fatwa  DSN MUI tersebut, 

penggunaan akad kafa>lah untuk pengalihan hutang tidaklah tepat. Akad kafa>lah 

yang diterapkan oleh BMT tidak terdapat dalam alternatif yang ada dalam Fatwa 

DSN MUI tersebut serta cenderung seperti akad qard}, yakni hutang piutang 

biasa. Pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah, kemudian pelunasan 

hutang tersebut dilaksanakan oleh nasabah sendiri, tidak dilaksanakan oleh BMT. 

Prosedur tersebut memperlihatkan bahwa seperti tidak adanya makfu>l lahu, 

karena baik dari akad yang dilakukan hanya kedua belah pihak saja dan bahkan 

pelunasannya pun tidak dilakukan oleh BMT sebagai kafi>l. 

       Dalam fiqh mu’a>malah, akad yang digunakan untuk pengalihan hutang 

adalah akad hiwa>lah. Hiwa>lah adalah pemindahan kewajiban membayar hutang 

dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. Hiwa>lah juga 

diartikan pengalihan kewajiban membayar hutang dari beban pihak pertama 

kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. 

Objek dari akad hiwa>lah jelas adalah hutang, yang kemudian akan dialihkan oleh 

muhil dari muhal ‘alaih.  

                                                           
3
 Fatwa DSN No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafa>lah. 
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       Pada prakteknya, penjaminan yang dilakukan BMT adalah sebanyak hutang 

nasabah kepada LKK, padahal hutang tersebut di dalamnya telah bercampur 

dengan bunga kredit dengan LKK. Pada keadaan seperti ini, Adiwarman A.Karim 

menjelaskan bahwa dalam pembiayaan berdasarkan take over Lembaga 

Keuangan Syari’ah (LKS) mengklasifikasikan hutang kepada Lembaga 

Keuangan Konvensional (LKK) menjadi dua macam, yaitu : 

1. Hutang pokok plus bunga, dapat menggunakan akad qard} karena alokasi 

penggunaan akad qard} tidak terbatas, termasuk untuk menalangi hutang 

yang berbasis bunga. 

2. Hutang pokok, dapat menggunakan akad hiwa>lah atau pengalihan hutang 

karena hiwa>lah tidak bisa digunakan untuk menalangi hutang yang berbasis 

bunga.
4
 

       Dalam pembiayaan take over ini, menggunakan akad qard} dirasa lebih tepat, 

karena obyek akadnya jelas adalah hutang, serta hutang tersebut telah bercampur 

dengan bunga. Seperti dalam praktek akad yang dilakukan oleh BMT dan 

nasabah, sebaiknya menggunakan akad qard} karena prakteknya lebih mirip 

dengan akad qard} dan tidak sesuai dengan akad kafa>lah. 

       Akad kafa>lah yang digunakan oleh BMT untuk pembiayaan take over masih 

ditambah dengan ‘ujrah (fee) yang harus dibayarkan oleh nasabah pada BMT.            

       Dalam penentuan ‘ujrah pihak BMT menetapkan besaran ‘ujrah berdasarkan 

prosentase, serta jumlah plafon pembiayaan. Dalam perhitungannyapun BMT 

                                                           
4
 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2006), 249. 
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tidak menjelaskan kepada nasabah tentang perhitungan menggunakan prosentase 

tersebut, dan langsung memberikan nominal ‘ujrah yang harus dibayar oleh 

nasabah.  

       Akad kafa>lah termasuk dalam akad tabarru’, dalam akad tabarru’ 

diperbolehkan adanya ‘ujrah, namun tidak boleh dipersyaratkan dan harus secara 

sukarela diberikan. Jika seperti praktek yang dilakukan oleh BMT dengan 

menentukan ‘ujrah sesuai jumlah talangan, hal ini tidak diperbolehkan. Nantinya, 

‘ujrah sama dengan kelebihan atau tambahan yang telah disyaratkan dalam 

perjanjian. 

       ‘Ujrah diperbolehkan apabila terjadi kondisi yang mendesak, seperti makfu>l 

lahu tidak menemukan orang yang bersedia membantu tanpa upah. Namun tidak 

boleh digunakan untuk memperoleh keuntungan secara berlebihan, karena 

sejatinya akad tabarru’ digunakan untuk tolong menolong, bukan untuk mencari 

keuntungan. Maka dalam akad kafa>lah ini, besaran ‘ujrah seharusnya tidak 

ditentukan berdasarkan jumlah dana pertanggungan yang diberikan, dan harus 

dijelaskan secara jelas pada nasabah agar terhindar dari transaksi yang 

mengandur unsur gharar. 

 


